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BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun
2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengamanatkan
Pengelolaan Keuangan Desa diatur oleh Bupati dalam
bentuk Peraturan Bupati;

b. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pengelolaan
keuangan Desa yang baik berdasarkan asas-asas
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan
tertib dan disiplin anggaran perlu pengaturan mengenai
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu penetapan Peraturan Bupati
Sambas tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1939 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penvelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851});

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4280,



4. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400) ;

6. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
54495);

7. Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sehagaimana telah dua kali
diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

& Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45378);

0. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 20093);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor
H;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun
2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Sambas.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnva dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan dacrah.

4, Bupati adalah Bupati Sambas.

5.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan
di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan,



10.

11.

12.

13:

14.

15

16.

17.

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang
digkui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.

Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah pemimpin
Pemerintah Desa vyang berwenang, berhak dan berkewajiban
menyelenggarakan  urusan  rumah  tangga sendiri dalam hal
pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Permusvawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga vang melaksanakan fungsi pemerintahan  vang
anggotanya merupakan walkil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka
melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa vang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa,

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan vang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPIMD)
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjuinya disebut APBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Sumber Pendapatan Desa adalah semua sumber penerimaan Desa yang
berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan, Hibah dan
Sumbangan dari Pihak Ketiga yang fidak mengikat dan lain-lain
pendapatan Desa yang sah.,
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

26,
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28.

25,

30,

31.

32,

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan desa vang terdiri dari hasil
usaha desa, hasil aset desa, hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong
dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa adalah sumber
pendapatan desa yang berasal dari sebagian pendapatan pajak daerah
dan retribusi daerah.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan
yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
[Jaerah Kabupaten Sambas setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

Belanja Desa adalah semua pengeluaran dan rekening Desa yang
merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu] tahun anggaran yang ridak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan desa yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran desa yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran
berikutnya.

Bantuan Keuangan adalah bantuan dalam bentuk uang dari Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

. Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang atau barang atau jasa dari

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah atau
Pihak Ketiga kepada Pemerintah Desa yang secara spesifik  telah
ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta
tidak secara terus menerus.

Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian dalam bentuk uang dan Jatau
barang dari perseorangan atau instansi lain di luar Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang dapat
berupa donasi, hadiah, wakaf atau lain-lain sumbangan.

Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa
atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disebut
PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk
melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.

Sekretaris Desa yang selanjutnya disingkat Sekdes adalah bertindak
selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.

Kepala Seksi yang selanjutnya disingkat Kasi adalah unsur dari
pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
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Bendahara Desa adalah unsur staf sckretariat desa yang membidangi
urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa
dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan Uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang
ditetapkan.

Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan
[esa yang masuk ke APBDesa melalui Rekening Kas Desa.

Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui
Rekening Kas Desa.

Swadaya masyarakat adalah kemampuan masyarakat kearah pemenuhan
kebutuhan baik jangka pendek maupun jangka panjang sebagai bentuk
partisipasi masyarakat terhadap pembangunarn,

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa
dengan belanja Desa.

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa
dengan belanja Desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran vang selanjutnya disinghkat SILPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaraan anggaran
dalam APBDesa selama satu periode anggaran desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
aleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Dana Cadangan Desa adalah dana yang disisihkan untuk mendanai
kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya
dibebankan dalam satu tahun anggaran dan ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Hari adalah Hari Kerja.

BAB Il
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman kepada
Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini dalam rangka mewujudkan tertib administras:
dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.



Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

mOp RN TR

(1]
]

13)

(4)

(5]

(8]

(1)

12)

Asas Pengelolaan Keuangan Desa;
Kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;
APBDesa;

Pengelolaan Keuangan Desa;
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi;
Pengawasan; dan

Sanksi.

BAB Il
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 5

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas [ransparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat |1}, dikelola
dalam masa 1{satu) tahun angearan yakni mulai tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember.

Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip
keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayal (1) merupakan kewajiban
seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya
dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.
Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dimaksudkan agar dalam
pengambilan keputusan pada proses penyusunan dan penetapan APBDesa
harus melibatkan partisipasi masyvarakat sehingga masyarakat mengetahui
akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBDesa.

Tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa
keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepal guna yang didukung
dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 6

Kades adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan

mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang

dipisahkan.

Kades sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan scbagaimana

dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

b. menetapkan PTPKD;

¢c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan vang ditetapkan dalam APBDesa;
dan



c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran alas beban
APBDesa.
f. melakukan ikatan perjanjian dengan pihak ketiga.

i3] Kades dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana pada ayat (2) huruf
fe} dan huruf (f) kepada Kasi.

{4) Kedudukan dan kewenangan Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat {2), dilaksanakan oleh Penjabat (Pj.) Kades dalam hal jabatan
Kepala Desa dijabat oleh Fj. Kades.

{5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kades atau Kades berhalangan
tetap/berhalangan sementara, maka kedudukan dan kewenangan Kades
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Pj.
Kades.

5 Scbelum Keputusan pengesahan Fj. Kades diterbitkan, maka kedudukan
mmﬂﬂmuwmpﬂﬂaayﬁt[udan[ﬂj
dilaksanakan oleh Sekdes dan atau Perangkat Desa yang ditunjuk oleh
Camat.

mﬁmiﬂdahmmhksnmkanpﬂ#hhﬂnkemgmidem dibantu oleh
PTPKID.

Pasal 7

i1 PTPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) berasal dan unsur
Perangkat Desa, yvang terdin dari:

B -
b. Kasi; dan
¢. Bendahara.

{2) PTPKD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.

{3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksu pada ayat (2) berlaku
uniuk 1 {safu) tabun anggaran.

[4) Dalam hal PTPKD berhalangan sementara dalam kurun 1 {satu) sampai
dengan 3 (tiga) bulan atau berhalangan tetap, maka Pemegang Kekuasaan
Pengelola Keuangan Desa dapat menunjuk pengganti sementara atau
pengganti tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolan Keuangan Desa.

Pasal 8

i1} Sekdes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, bertindak
selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Desa dan
bertanggung jawab kepada Kades.
{2} Sekdes sclaku koordinator pelaksana tcknis pengelolaan keuangan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. menvusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan
APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa,
c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APBDecsa;
d. m}mm pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa

e. melakiukan verifikasi terhadap bulkti-bukti penerimaan dan pengeliiaran
APBDesa.



(1)
(2)
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(2]

Pasal 9

Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertindak

sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

Kasi schagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

a, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan vang menjadi tanggung
jawabnya;

b. melakukan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa
yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;

c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban
anggaran belanja kegiatan apabila Kades telah mendelegasikan
kewenangan sebagaimana dengan pasal 6 ayat (2) huruf (g);

d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kades; dan

menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran kegiatan.

a4

Pasal 10

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c di jabat
oleh staf pada Urusan Keuangan.

Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran
pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BABV
APEDesa

Pasal 11

APBDesa terdiri atas:

a. Pendapatan Desa;

b. Belanja Desa; dan

¢. Pembiayaan Desa.

Pendapatan Desa sebagmimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Belanja Desa scbagaimana dimaksud pada ayal (1} huruf b,
diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢,
diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.

Bagian Kesatu
Pendapatan Desa

Pasal 12

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a,
meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan
hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali
oleh Desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a,
terdiri atas kelompok:



a. Pendapatan Asli Desa (PADesal);
b. Transfer; dan
c. Pendapatan lain-lain.

(3] Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdin

atas jenis:

a. Hasil usaha;

b. Hasil aset;

¢. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d. Lain-lain pendapatan asli Desa.

{(4) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain
hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), tanah kas Desa, lumbung Desa,
hasil usaha ekonomi Desa.

(5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada avat (3) huruf b antara lain
tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum dan jarngan
irigasi.

{6) Swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong royong sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ adalah membangun dengan kekuatan
sendiri vang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang
vang dinilai dengan uang,

(7] Swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong royong sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) tidak melalui rekening desa sebagaimana ayat (1)
diatas.

(8) Lain-lain pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
d antara lain hasil pungutan Desa.

Pasal 13

(1) Kelompok transfer scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 avat (2) huruf b,
terdiri atas jenis:

Dana Desa;

Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;

Alokasi Dana Desa (ADD]);

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
¢. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.

{2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

(3] Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b adalah:

a. Bagi Hasil Pajak Dacrah; dan
b. Bagi Hasil Retribusi Daerah.

(4] Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b untuk masing-masing Desa
ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

(5} Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.

(6) Bantuan Keuangan bersifat khusus scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan
penggunan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak
30% (tiga puluh perseratus).
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Pasal 14

(1) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 12
ayat (2) huruf ¢, terdiri atas jenis:

a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

[2) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah pemberian
berupa uang dari pihak ketiga.

(3) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a meliputi:

Mmoo TR

Hibah dari Pemerintah;

Hibah dari Pemerintah Provinsi,

Hibah dari Pemerintah Daerah;

Hibah dari Kelompok Masyarakat/Organisasi/ Perusahaan; dan/atau
Hibah dari Perorangan;

Sumbangan dari Kelompok Masyarakat/ Organisasi/Perusahaan;

dan/atau
g. Sumbangan dari Perorangan.
(4) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b, antara lain:
a. Pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga;dan
b. Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa.

Bagian Kedua
Belanja Desa

Pasal 15

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b,
meliputi semua pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan
kewajiban Desa dalam 1 (satu] tahun anggaran yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam
rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

(3] Belanja Desa vang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan
ketentuan :

a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran
belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan
Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran
belanja Desa digunakan untuk :

1.

2.
3.
4.

Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat
Desa;

Operasional Pemerintah Desa;

Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
Insentif rukun tetangga, rukun warga dan Kepala Adat.



Pasal 16

(1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
huruf b, terdiri atas kelompok:

a. Penyclenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

¢. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. Belanja Tidak Terduga.

(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam
kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam
REKPDesa.

[3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) terdiri atas jenis belanja:
a. Belanja Pegawai,

b. Belanja Barang dan Jasa; dan
c. Belanja Modal.

Pasal 17

(1) Jenis Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3
huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran:

a. Penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa;
b. Tunjangan Kades dan Perangkat; dan
c. Tunjangan BFD.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan
Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan.

(3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya
dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.

{4) Besaran belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Keputusan Bupati.

(5) Kades, Pj.Kades dan Perangkat Desa yang berasal dari PNS tidak
menerima penghasilan tetap.,

Pasal 18

(1} Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3)
huruf b, dianggarkan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan yang mudah
pecah, rusak dan bukan merupakan objek pemeliharaan.

(2} Belanja Barang dan Jasa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain:

Belanja Alat Tulis Kantor,

Belanja Benda Pos;

Belanja Bahan/material,

Belanja Pemeliharaan;

Belanja Cetak/penggandaan;

Belanja Sewa Kantor Desa;

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor;

. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya;

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu;

Belanja Perjalanan Dinas;
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(3)

(4}

(5]

(6}

17}

(8]

(9)

(10)

Belanja Upah Kerja;
. Belanja Honorarium Narasumber/ahli;
Belanja Operasinal Pemerintah Desa;
Belanja Operasional BPD;
Belanja Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Adat;
Belanja Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat.
Belanja Jasa kantor;
Belanja Kursus/Pelatihan/Bimbingan Teknis; dan
Belanja Jasa Pihak Ketiga;
Belanja Honorarium Tim/Panitia kegiatan;
Belanja Uang Sidang BPD;
. Belanja Jasa Tenaga Ahli; dan
%. Belanja Jasa Asuransi Kesehatan bagi Aparatur Pemerintahan Desa.
Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,
antara lain:
a. Pemeliharaan gedung;
b. Pemeliharaan peralatan kantor; dan
¢. Pemeliharaan perlengkapan kantor.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor sehagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain:
a. Sewa meja kursi;
b. Sewa tenda,
¢, Sewa sound system;
d. Sewa generator; dan
e. Sewa proyektor.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) huruf i antara lain:
a. Pakaian Dinas Harian; dan
b, Pakaian Dinas Lapangan.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} huruf j, antara lain:
a. Pakaian adat istiadat; dan
b. Pakaian Batik Tenun Ciri Khas Daerah;
¢. Pakaian Olah Raga.
Helanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf k,
antara lain:
a. Perjalanan dinas dalam daerah; dan
b. Perjalanan dinas luar daerah.
Belanja Insentif Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kepala Adat
scbagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf p adalah bantuan uang
untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu
pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan
pembangunan, ketentraman dan ketertiban serta pemberdayaan
masyarat Desa.
Belanja Pemberian Barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
sebagaimana dimaksud pad ayat (2) huruf q, dilakukan untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan,
Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf r,
antara lain:
a. Listrik;
b. Telepon;
b. Air; dan
c. Surat Kabar/Majalah.
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(11)

(12)

(13)

(14]

(19)

(16)

(1)

(2)

13)

Belanja Kursus/Pelatihan/Bimbingan Teknis/ Pendidikan dan Pelatihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf s, adalah untuk
penyelenggaraan atau pengiriman peserta, antara lain:

a. Kursus singkat;

b. Pelatihan ketrampilan;

¢. Bimbingan Teknis,; dan

d. Pendidikan dan Pelatihan.

Belanja Jasa Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t,
adalah untuk perorangan di luar aparatur pemerintahan desa, antara
lain:

a. Dokumentanst;

b. Dekorasi;

¢. Tenaga Kebersihan;

d. Tenaga Keamanan; dan

e. Petugas Doa.

Belanja Jasa Asuransi Kesehatan bagi aparatur Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf x yang ditanggung adalah
Istri/ Suami dan anak maksimal 3 (tiga) orang sesuai dengan Kartu
Keluarga.,

Belanja barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
termasuk sebagaimana yang dimaksud ayat (2) sampai ayat (12) maka
dapat ditambahkan apabila memenuhi ketentuan barang dan jasa.
Belanja operasional pemerintah desa sebesar 80% {delapan puluh
perseratus) dari jumlah belanja 30% (tiga puluh perseratus) setclah
dikurangi belanja pegawai dan belanja Insentif RT/ RW dan Kepala Adat.
Belanja operasional BPD sebesar 20% (dua pulub perseratus) dari
jumlah belanja 30% (tiga puluh perseratus) setelah dikurangi belanja
pegawai dan belanja insentif RT [ RW dan Kepala Adat.

Pasal 19

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c,
digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan
barang atau bangunan vang nilai manfaatnya lebih dan 12 (dua belas)
bulan.

Pembelian/Pengadaan barang atau bangunan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan
Desa.

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1] yang
pemanfaatannya lebih dan 12 {dua belas) bulan, antara lain:

Belanja modal Komputer;

Belanja modal Meja dan Kursi (mebeulair);

Belanja modal Mesin Tik;

Belanja modal Peralatan Dapur,

Belanja modal Pengadaan Peralatan kantor;

Belanja modal Perlengkapan Kantor;

Belanja modal Tanah;

Belanja modal Kontruksi Jalan;

Belanja modal Kontruksi Jembatan;

Belanja modal Jaringan Air;

Belanja modal Pengadaan Hewan Ternak; dan

Belanja modal Tanaman.
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Pasal 20

(1) Dalam Keadaan Darurat dan jatau Keadaan Luar Biasa (KLB),
pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia
anggarannya.

(2) Keadaan Darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan
berulang dan/atau mendesak.

(3) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

(4] Keadaan Luar Biasa secbagaimana dimaksud pada ayat (1) karena
KLB/wabah.

(5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Desa
Pasal 21

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf
c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
kelompok:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

{3) Penerimaan Pembiayvaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

mencakup:

a. SiLPA tahun sebelumnya;

b. Pencairan Dana Cadangan; dan

c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

(4) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3 huruf a, antara lain
pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan
belanja dan sisa dana kegiatan lanjutan.

(5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan
yang digunakan untuk:

a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil
dari pada realisasi belanja;

b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

¢. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun
anggaran belum diselesaikan.

(6) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari
rekening dana cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran
berkenaan.

(7) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf ¢ digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan
kekayvaan Desa vang dipisahkan.



Pasal 22

(1} Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2) huruf b, terdiri dari:

a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
b. Penvertaan Modal Desa.

(2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang
menyediakan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan
dalam satu tahun anggaran.

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(4] Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit
memuat:

a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan;

d. Sumber dana cadangan; dan

e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dar
penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(6] Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri,

(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan
Kepala Desa.

(8) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
hanya digunakan untuk modal dasar BUMDesa atau menambah modal
BUMDesa.

BAB V1
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian kesatu
Perencanaan

Pasal 23

(1) Sekdes menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

(2} Sekdes menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang AFBDesa
kepada Kades.

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan olch Kades kepada Badan Permusyawaratan
Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

(4] Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Olktober
tahun berjalan.



Pasal 24

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati
bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3} disampaikan
oleh Kades kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain paling
lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi,

(2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa schagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak
diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(3] Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2], Peraturan Desa tersebut berlaku
dengan sendirinya.

(4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentarg APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kades melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) har kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 25

(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kades sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa,
Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

(2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tabun anggaran
sebelumnva.

(3) Dalam hal Pembatalan scbagaimana dimaksud pada ayat (2 Kades
hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap  operasional
penyelenggaraan Pemerintah Desa.

(4) Kades memberhentikan pelaksanaan Peratuan Desa paling lama 7
{tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan selanjutnya Kades bersama BPD mencabul peraturan desa
dimaksud,

Pasal 26

(1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.

(2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada avat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak
diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam balas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku
dengan sendirinya.

{(4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kades melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kades sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan Kades tetap menetapkan Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat
Menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa Kepada Bupati.



(6) Pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
kepada Camat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 27

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan
kewenangan Desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa.

(2) Desa wajib membuka 1 (satu) Rekening Kas Desa atas nama Desa pada
Bank Pemerintah vang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(3) Pembukaan Rekening Kas Desa dan pencairan Dana di Bank harus
ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara.

(4) Khusus bagi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di
wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Bupati.

{5) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 28

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan pungutan Desa yang ditetapkan
dalam peraturan Desa.

(2) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti:

pemandian umum;

wisata desa;

pasar desa;

tambatan perahu;

keramba ikan;

pelelangan ikan; dan
g. lain-lain.

(3) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan
administrasi vang diberikan kepada masyarakat Desa.

(4) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
meliputi :

a. surat penganlar,
b. surat rekomendasi; dan
¢. surat keterangan.

{5) Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah
tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah
Desa.

(6) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dengan Keputusan
Bupali.

o N oR

Pazal 29

(1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat
dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

(2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional
perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.



(3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian
Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 30

(1) Pelaksanaan Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan
kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran
Biaya.

(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.

(3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran
yvang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan
mempergunakan Buku Pembantu  Kas Kegiatan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

Pasal 31

(1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan
Pembavaran (SPP) kepada Kepala Desa.

(2} SPP scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan
sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 32

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1] terdiri atas:
a. SPP;

b. Pernvataan tanggungjawab belanja; dan

¢. Lampiran bukti transaksi.

Pasal 33

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32, Sekdes berkewajiban untuk:

a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh
pelaksana kegiatan;

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang
tercantum dalam permintaan pembayaran;

¢. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan
apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi oleh Sekdes sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kades menyetujui permintaan pembayaran dan
bendahara melakukan pembayaran.

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (2)
selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran,

Pasal 34

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang
dipungutnya ke Rekenig Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



Pasal 35

Pengadaan Barang dan/atau Jasa di desa diatur tersendini dengan
Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengajuan dan Pencairan Dana

Pasal 36

(1) Penyaluran Dana dilakukan secara bertahap pada tahun berjalan
dengan ketentuan:

a. Tahap I paling lambat pada bulan April sebesar 40% (empat puluh
perseratus) dari jumlah keseluruhan belanja desa kecuali dana
Bantuan Keuangan dari Provinsi Kalimantan Barat disalurkan
seluruhnya yang pengaturannya disesuaikan dengan ketentuan yang
berlaku,

b. Tahap Il paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh
perseratus) dari jumiah keseluruhan belanja desa;

¢. Tahap Il paling lambat bulan Oktober sebesar 20% [dua puluh
perseratus).

(2] Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan
dengan cara memindahbukukan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening
Kas Desa.,

(3) Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b dan c
kecuali Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tergantung pada
ketersediaan dana Pemerintah Daerah.

(4) Pencairan tahap berikutnya dapat dibayarkan apabila realisasi
keusangan minimal 70% dari dana yang diterima tahap sebelumnya.

(5) Penyaluran Dana Tahap | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dilengkapi dengan:

a. Perdes RPJMDes;

Perdes REPDes tahun berjalan;

Perdes laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes

tahun sebelumnya,

Perdes APBDes tahun berjalan;

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahun sebelumnys;

Laporan pertanggungjawaban lengkap tahun sebelumnya;

Surat permohonan pencairan tahap [

RAB (terinci);

REPD Tahap I {sampai jenis);

Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa;

Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa terpilih /[ F).

Kades;

. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;

m. Fotocopy halaman depan buku rekening;

n. Fotocopy buku rekening / rekening koran mulai bulan Januan

tahun berjalan sampai dengan kondisi terakhir.

(6) Penyaluran dana tahap Il dan Ill sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan ¢ dilengkapi dengan :

FeCp®m oo A



a. Perdes Perubahan APBDes tahun berjalan (apabila terdapat
perubahany;

b. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahap sebelumnya;

¢, Laporan pertanggungjawaban lengkap tahap sebelumnya minimal
realisasi 70 % dari dana transfer yang diterima;

d. Surat permohonan pencairan tahap IL/111;

e. Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa (apabila
terdapat perubahan);

. Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa terpilih
Pj. Kades (apabila terdapat perubahan);

a. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa
(apabila terdapat perubahan); dan

h. Fotocopy halaman depan buku rekening,

(7) Dalam hal penetapan keuangan Desa terlambat, maka mekanisme dan
waktu penyaluran dapat disesuaikan dengan tetap berpedoman kepada

APBDesa,
{8) Mekanisme pengajuan dan pencairan dana sebagaimana SOP terlampir.

Pasal 37
Perubahan APBDesa

(1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila
terjadi:
a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis
belanja;
b. Keadaan yang menyvebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA]
tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
¢. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa
pada tahun berjalan;
d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
e. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah,
{2} Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kals dalam 1 (satu)
tahun anggaran.
(3] Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan lafa cara

penetapan APBDesa.
Pasal 38

(1) Dalam hal Bantuan Keuangan dari Provinsi dan APBD Kabupaten serta
hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Desa disalurkan
setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa,
perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan
APBDesa.

(2) Perubahan APBDesa sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
diinformasikan kepada BFD.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 39

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.



(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara
tertib.

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban;

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan setiap bulan kepada Kades dan paling lambat tanggal 10
bulan berikutnyva.

Pasal 40

(1) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayvat (2), menggunakan:
a. Buku Kas Umum;
b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
c. Buku Bank.

(2] Pendapatan dalam bentuk uang wajib disetor paling lama 3 (tiga) hari ke
rekening desa.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 41

(1) Kades menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada

Bupati cq. Kepala BPMPD melalui Camat berupa:

a. laporan semester pertama; dan

b. laporan realisasi keuangan sampai dengan tahap kedua
¢. laporan semester akhir tahun.

{2} Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berupa laporan realisasi APBdesa.

(3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun
berjalan.

(4] Laporan realisasi keuangan tahap kedua paling lambat akhir bulan
September tahun berjalan.

|5} Laporan semester akhir tahun scbagaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun
berikutnya.

(6) Pelaporan Keuangan desa dilengkapi sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur (SOP).

(7) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (B) mengacu
pada SOP.

(8) SOP sebagaimana dimaksud ayat (7] tercantum pada Lampiran
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 42

(1) Kades  menyampaikan laporan  pertanggungjawaban  realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.



(2} Laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan  APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja
dan pembiayvaan.

(3} Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan
Desa.

(4} Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada avat (3) dilampiri:

a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tahun Anggaran berkenaan;

b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun
Anggaran berkenaan; dan

c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah vang
masuk ke Desa.

Pasal 43

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 44

(1) Laporan realisasi dan  laporan pertanggungjawaban  realisasi
pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42
diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media
informasi vang mudah diakses oleh masyarakat,

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan
pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya,

Pasal 45

(1) Laporan  realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)
disampaikan kepada Bupati cq. Kepala BPMPD melalui Camat.

(2) Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu)
bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 46

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas
Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran
serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan
APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan
Pertanggungjiawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 30 ayat (1) dan (3), Pasal 32 huruf a dan
huruf b, Pasal 40 dan Pasal 41 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.



BAB VII
Penatausahaan APBDesa

Bagian Kesatu
Pelaksana Penatausahaan

Pasal 47

(1) Penatausahaan APBDesa dilaksanakan oleh Bendahara Desa.

(2) Bendahara Desa sebagai pefata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar,
dan mempertanggungjawabkan pendapatan desa dan belanja desa dalam
rangka pelaksanaan AFBDesa.

(3) Bendahara Desa dapat dibantu oleh pembantu Bendahara Desa.

(4) Bendahara Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pengangkatan Bendahara Desa

Pasal 48

(1) Bendahara Desa diangkat oleh Kepala Desa untuk setiap 1 (satu) tahun
anggaran.

(2) Pengangkatan Bendahara desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari unsur
staf sekretariat desa vang membidangi urusan administrasi keuangan,

(4) Dalam hal terdapat kekosongan unsur stal sekretariat desa yang
membidangi urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Bendahara Desa dapat diangkat dari unsur pelaksana teknis yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penatausahaan

Pasal 49

(1) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap pendapatan dan
belanja desa serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

(2} Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal
10 {sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Penatausahaan pendapatan dan belanja desa menggunakan:

a. buku kas umum,;
b. buku kas pembantu pajak; dan
¢. buku bank desa.

(5) Format, bentuk, dan struktur penatausahaan pendapatan dan belanja desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 50

(1) Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa
dan Bendahara Desa.

{2} Setiap belanja desa dikeluarkan sectelah mendapat persetujuan dari Kepala
Desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah dan dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Setiap pengeluaran pembiayaan dilakukan setelah mendapat persetujuan
dari Kepala Desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran vang sah
untuk dipertanggungjawabkan.

Pasal 51

Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam bentuk tunai dalam Kas Desa
paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka
memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa,

BAB VIII
PEMEBINAAN DAN PENGAWASAN APBDESA

Pasal 52

{1) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bendahara
Desa.

(2) Pengawasan Kepala Desa kepada Bendahara Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam hal penatausahaan APBDesa melalui pemeriksaan
administrasi keuangan desa setiap akhir bulan.

BAB IX
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 53

(1) Pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh
Bupati dan secara operasional dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan
Masyarakal dan Pemerintahan Desa serta Camat

(2) Pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa oleh Bupati meliputi:
a. Memberikan pedoman administrasi keuangan Desa; dan
b. Memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan APBDesa yang

mencakup penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban APBDcsa, pelaksanaan dan pertanggungawaban

APBDesa;
(3] Pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa oleh Camat meliputi:
a. Memfasilitasi peEnyuUsSUnan APBDesa, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban APBDesa;,

b. Memfasilitasi administrasi keuangan Desa;

c. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan assct
Desa.



(4

Satuan Perangkat Kerja Dacrah yang membidangi urusan pemeriksaan,
keuangan dan anggaran, pemerintahan desa, dan Camat berkewajiban
memhina dan mengawasi pelaksanaan APBDesa sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

Pasal 54

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa,
dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(1)
(2

(3)

()

(5}

(6]

(1)

(2)

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 55

Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan keuangan Desa dapat
dilaksanakan oleh masyarakat dan aparat pengawas internal pemerintah.
Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan dan
penggunaan keuangan Desa.

Pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan,
penggunaan dan pertanggungjawabannya.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk
evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pengkajian,
penelitian, pemeriksaan, dan evaluasi penyelenggaraan APBDesa yang
mencakup penyusunan, pelaksanaan, panatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban APBDesa.

Apabila berdasarkan hasil pengawasan oleh masyarakat sebagaimana
dimaksud pada avat (2) ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan
dan/atau penyalahgunaan penggunaan keuangan desa, maka
penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Tingkat Desa,
Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.

Apabila berdasarkan hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan indikasi
terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan terhadap kebijakan
pengelolaan, penggunaan  dan pertanggungjawabannya, maka
penvelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan vang berlaku.

BAEBE IX
SANKSI

Pasal 56

Terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan dan/atau
penyelewengan dalam mengelola dan menggunakan keuangan Desa
dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal pengelola keuangan Desa tidak dapat
mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan Desa karena tindak
pribadi, maka penyelesaiannya dibebankan pada yang bersangkutan.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Sambas
Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa {Berita
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 Nomor 243} beserta perubahannya
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 4 Mei 2015

BUPATI SAMBAS,
TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas

pada tanggal 4 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
TTD

JAMIAT AKADOL
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNIFJANG - UN

ARIANIS
Pembina (IV/a)
NIP. 19640112 200003 1 003



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA

Menimbang

Mengingat

P i

KEPALA DESA ......... ;
KECAMATAN .....ciocinmsmanmnans
KABUPATEN SAMBAS

NOMOR ... TAHUN........w.
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ....ovvmrinriann

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ....coccinminmiainarn .

-a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2] Peraturan

Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Desa,
Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa;

. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APB Desa) schagaimana dimaksud pada huruf
a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan
5o S R tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penctapan

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1833 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [l di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)



(411

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587] schagaimana telah dua kali diubah dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5534);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009
Nomor 2 );

Peraturan lainnyva disesuaikan.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

dan
KEPALADESA ......ccccicinnins
MEMUTUSKAN :

Menetapkan RANCANGAN PERATURAN DESA ... TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

ANGGARAN ..ot

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai
berikut:
1. Pendapatan Desa B oo i b o

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemenntah Desa e sy s b

b. Bidang Pembangunan BN o e A i
¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan B i i s
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat B s scwmgss anan Bennsanens
e. Bidang Tak Terduga B i s s wrsccs s
Jumlah Belanja Bt ieinersisssimssnnseonass




Surplus/Defisit o O et B

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan R i e
b. Pengeluaran Pembiayaan Ry i o v g
Selisih Pembiayaan (a-1 ) 2 < 3 R PR AR

Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3
Lampiran scbagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa danfatau Keputusan Kepala Desa
puna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa................

Ditetapkan di ......cccccimniemies
Telah di Evaluasi Bupati/walikota pada tanggal ...
an. Camat ......
tid KEPALA DESA ...ocioevvvmanersss

Nama Jelas



1L

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DESA .....ccovninninmine-
NOMOR ............ TAHUN..........

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN .......occieeinns

UMUM

Dalam pemerintahan desa, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
masyarakat diperlukan adanya keseimbangan antara perkiraan pendapatan Desa
dengan Belanja Desa yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa ... Kecamatan .......o.eeenss-es Kabupaten
Samhbas, Pembentukan Peraturan Desa ini merupakan amanah Undang-Undang
dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa dalam hal penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di Desa.

Peraturan Desa ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam
menetapkan kebijakan yang terkait dengan Pemerintah Desa, baik yang berasal
dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten maupun
vang berasal dari Pendapatan Asli Desa. Berdasarkan Penerimaan Desa, disusun
Anggaran Belanja Desa........ Tahun Anggaran .. Yyang juga merupakan
pengeluaran atas kegiatan rutin dan pelaksanaan pembangunan di desa.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.



KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.......cciiiinnnnes
DAN
KEPALA DESA ......cocciniannnnin

TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ........

NOMOR ...... TAHUN .........

Pada hari md .......iceeeee tEngEEal .. g BUIAN. i easans Tahun Dua Ribu
. ...bertempat " ¥ R TS S s 203 B/ D ..Kecamatan
...................... Kabupaten Sambas, pada acara Rapat Pmpuma EPD
menyepakati bersama terhadap Peraturan Desa ... tenta.ng Aﬂggamn
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ......... untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Desa.

Naskah Peraturan Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Kesepakatan Bersama dibuat di .....oooooiiennieens dan ditandatangani bersama
oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa ... dan KepalaDesa

................ NERST— . . T
BADAN PEEMUSYAWATAN DESA ......cccoiinnens KEPALA DESBA .........

KECAMATAN ......cciieeiinane KECAMATAN ....coovvaere



DAFTAR HADIR

RAPAT KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN PEMERINTAH DESA ..c.coooriienaiin
KECAMATAN ...cvivreaiinne KEBUPATEN SAMBAS
Padahari ini = @ cceerrmiesimmnis
Tanggal 00 e
Tempat e
NO NAMA JABATAN ALAMAT TANDA TANGAN
1 2 a 4 5
................ Y EIE NP 1 1
BADAN PERMUSYAWATAN DESA .....cccvvvmmrve- KEPALA DESA ...
KECAMATAN .....oovvmvieeeen KECAMATAN ...........




NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA..........
TAHUN ANGGARAN...........

KODE
REKENING

URAIAN

KETERANGAN

2

-

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Hasil Usaha

[

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

T3
—ri—nr—-l|—||—|

bt i d |

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

Pendapatan Transfer

k2] Bk

—

Dana Desa

b2

el

Bagian dari hasil pajak &retnibusi daerah
kabupaten, kota

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan

Bantuan Provinsi

s || et |

ba| B3] B3| B

| fa L

Bantuan Kabupaten [ Kota

Pendapatan Lain lain .

Lay Lo

Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3
vang tidak mengikat

Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

|

BELAN.JA

Bidang Penyelenggaraan Pemenntahan
Desa

Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan

Perangkat

- Tunjangﬁn l{Epﬁlﬂ Diesa dan Perangkat

- Tunjangan BPD

bl

b

Operasional Perkantoran

Belanja Barang dan Jlgslla_

- Alat Tulis Kantar

- Benda POS

- Pakaian Dinas dian Atribut




KODE

REKENING

URAIAN

ANGGARAN

KETERANGAN

2

(Rp.)
3

- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan Kebersihan

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Liatrik.:ia.u Telepon

= Honor

Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kur=si

- Mesin TIK

Operasional BPD

bal bl

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

Operasional RT/ RW

Belanja Barang dan Jasa

.LHLTK

-.Pengandmm

- Konsumsi Hapat

R i || R e P U ;

I3

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

ka3

Perbaikan Saluran Irigasi

ba| b

Belanja Pegawai

- Honor Panitia/Tim

Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja

= Honor TPK

- ATK

- Makan Minum Rapat

- Perjalanan Dinas

Belanja Modal

- Bemen

- Material

Pengaspalan jalan desa

b
b b

Belanja Pegawai

- Honor Panitia/Tim

Belanja Barang dan Jasa :




KODE

REKENINCG

URAIAN

ANGGARAN
{Rp.)

KETERANGAN

- Upah Kerja

- Honor TPK

- ATK

- Makan Minum Rapat

- Perjalanan Dinas

Belanja Modal:

- Aspal

- Pasir

- Material

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Belanja Pegawai

- Honor Tim Pembinaan Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan
Ketertiban

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

Fasilitasi Kegiatan Bidang Pendidikan

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

~ Makan Minum Rapat

- Honor

Belanja Modal;

- Material

2

Fasilitasi Kegiatan Bidang Keagamaan

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Makan Minum Rapat

- Hanor

- Material

Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan

Belanja Barang dan Jasa

- Homor




KODE
REKENING

URAIAN

ANGGARAN

KETERANGAN

(Rp.]
3

2

o

Fasilitasi Kepada Keluarga Miskin

b b
La|
o
ot

Belanja Barang dan Jasa

- Santunan

Belanja Modal

- Material

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Belanja Pegawai

_ Honor Tim Pemberdayvaan Masyarakat

Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan
Peranghkat

214 (2 |1

Belanja Barang dan Jasa:

- ATk

- Honor Pelatih

- Alat dan Bahan pelatihan

- Belanja Transportasi dan Akomodasi

- Jasa Kantor Lainnya

- Belanja Makan Minum Pelatihan

Kegiatan Pelatihan BFD

Belanja Barang dan Jasa:

- ATK

- Honor Pelatih

- Alat dan Bahan pelatithan

- Belanja Transportasi dan Akomodasi

- Jasa Kantor Lainnya

- Belanja Makan Minum Pelatihan

Kegiatan Pelatihan LPM dan RT/RW

Eeiﬂ.ﬂja Barang dan .Jasa:

- ATK

- Honor Pelatih

- Alat dan Bahan pelatihan

- Belanja Transportasi dan Akomodasi

- Jasa Kantor Lainnya

- Belanja Makan Minum Pelatihan

Peningkatan Kafasitas LPM

Belanja Barang dan Jasa:

- ATK

= Honor

- Makan Minum Rapat




KODE

REKENING

URAIAN

ANGGARAN

KETERANGAN

|

2

(Rp.]
3

Peningkatan Kafasitas PKK

2
2

4 |6
1|6

Belanja Barang dan Jasa:

- ATK

= Honor

- Makan Minum Rapat

]

£
=]

Peningkatan Kafasitas Linmas

Belanja Barang dan Jasa:

= Honor

- Makan Minum Rapat

b

Peningkatan Kafasitas Pemuda Olahraga

I
oo

Belanja Modal;

- Sarana Olah raga

Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kc;]ﬂ.d.mn Luar Biasa

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor tim

- Konsumsi

nnnnn

JUMLAH BELAN.JA

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN

" Penerimaan Pembiayaan

SILPA

Pencairan Dana Cadangan

[mmmmm

Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan

JUMLAH (EFP)

Pengeluaran Pembiayaan

Pemhbentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Desa

| ta tal e

JUMLAH ( RP

KEPALA DESA ......

Mama Jelas




B. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB|

RENCANA ANGGARAN BIAYA

' HARGA
NO. URAIAN VOLUME SATUAN JL}EI;TH
. (Rp.] '
1 2 3 4 _ 5

JUMLAH (Rp.) i

................. , tanggal ...

Disetujui/ mengesahkan Pelaksana Kegiatan
Kepala Desa

Cara pengisian :

M ki

Bidang ditsi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam
APBDesa.

kolom 1 diisi dengan nomor wrut

kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegictan.

kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/ barang.

kolom 4 diisi dengan harga saluan yang merupakan besaran untuk membayar
orang/ barang

kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.




C. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

DESA....comiimmmisinnnas KECAMATAN. ...coocrarnmmeeiocais
TAHUN ANGERARAN. (i ameibsiasnes bioias Sada va
1, Bidang :
2. Kegiatan :
Penerimaan (Rp.) | Pengeluaran|Rp.) Ju __
' a Nomor | Belanja : : Saldo
No, | Tanggal Uraian Dari Swadaya Buldi Bituric Belanja| Pengembalian Kas (Rp.)
Bendahara Ewmu,mﬁm._ﬁmm. dacr Jase Modal | ke Bendahara
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10

Pindahan Jumlah dari
halaman scbhelumnya

Jumlah

Total Penerimaan

Total Pengeluaran

Total Pengeluaran + Saldo Kas

—

Pelaksana Kegiatan




Cora pengisian:

=l W T I O R

10,
11,
12

Bidaryy diist berdasarkan kKlasifikas: kelompok.

Kegiatan dilsi sesual dengan yang ditetapkan dalam APBEDezq,
Kolom 1 dust dengan romor Wit

Kolom 2 diist dengan tanggal transaksi,

Kolpm 3 diist dengan urgian fransaksi,

Kolom # disi dengan jumiah rupiah yang diferima bendahara,
Kolom 5 diisi dengan jumiah rupiah yang diterima dar masydrakal.
Kolom & diisi dengan nomor bukti transakst

Kolom 7 ditsi dengan jenis pengeluaran belanga barang dan josa,
Kolom 8 dilsi dengan ferus pengeluaran belanjo modal.

Kolom 9 diisi dengan jumiah niptah yong dikembalikan kepada bendahara,
Kolom 10 diisi dengan jumiah saldo kas dalam rupiah.



. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPF)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN [ SFF)

. BIdANE & ciinmsissninarisssaiaanan

. Keglatarn © .. resim i
. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan

Kepala Desa Bendahara

vo. vraay |, FA0U [TShvG | FERMINTAAN | ‘Syupy | SISA
B LALU SAAT INI
(Rp.) (Rp.} (Fp.) [Ep.) (Rp.
|
JUMLAH
................. , TEnEEAl i e
Telah dilakukan verifikasi Pelaksana Kegiatan
Sekretaris Desa
Setujui untuk dibayarkan Telah dibayvar lunas



Petunjuk pengisian.

Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam
APBDesa.

Kolom 1 dengan nomor urul,

Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatar,

Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana Kegatan.

Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.

Kolom & diisi dengan jumiah permintaan dana sampal saal ini.

Kolom 7 dist dengan sisa anggaran.

SN hAa e~



E. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWARB BELANJA

PSR o T EROAMATAN . s divismasssnivsmemoiis
TAHUN ANGGARAN ....oooevrerens
1. Bidang 2 cioeeirnermorecsiienaes
o T L1 1 4 AU UTRUSPERTIRTF TSN
NO. PENERIMA URAIAN J‘i;“;“;‘ﬂ
1 | 2 3 4
JUMLAH (Rp.)

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk
kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesual  peraturan perundang-
undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Crara pemngisiar.

Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikast kelompok belanja desa.
Kegiatan ditsi dengan kode rekening sesum dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
Kolom 1 diist dengan nomor wrid

Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja

Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja

kolom 4 ditsi dengan jumiah belanja

bans jumlah dilsi jumlah keseluruban

= R Lo by e




F. Format Penatausahaan

1.

Bubku Kas Umum

BUKL KAS UMUDM

DESA . eiiianeerinine RECAMATAN ....ovviiiees
TAHUN ANGGARAN «.ooovovoverenenns
Ma. | Tel. | KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN | PENGELUARAN | NOBUKTI | o ~olibb o e
Rp.} (Rp.) -
B B KOMULATIF
T 2 3 4 5 3 7 8 9
ctanggal ...
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA,




Kolom ldiisi dengan nomor wrut penerima kas atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran Kas
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 5 diisi dengan fumilah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeludran kas

Kolom 7 diisi dengan nomor bukh transaksi

Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas

Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di parafl oleh Sckretaris Desa.



2. Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

IEBR. R ok KECAMATAN i
TAHUN ANGGARAN ........

i ANGEAL PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO

o, URAIAN

(Rp.) (Rp.} (Rp.}
1 2 3 4 5
JUMLAH
................. -2 |

MENGETAHUI BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA,

aaaaaaaaaaaa

............




Kolom ldiisi dengan nomor urul penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.



3. Buku Bank Desa

BUKU BANK DESA
A s KECAMATAN oooviinsssoisibisios i
TAHUN ANGGARAN .........
BULAN
BANK CABANG
REK. NO.
PEMASUKAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN BUKTI > BIAYA
No. | rransaks! | TRANSAKSI TRANSAKS] | SETORAN | BUNGA BANK | PENARIKAN | PAJAK | o npmrerpagr | SALDO
7 3 3 4 5 6 7 g g 0
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI
TOTAL TRANSAKS] KUMULATIF
.............. tangpal .o

MENGETAHUI
KEPALA DESA,




Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.
Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.

Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

Kolom & diisi dengan pemasukan jumiah bunga bank..

Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumiah penarikan,

Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak,

Kolom 0 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.



G. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
[Semester Pertama)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

SEMESTER PERTAMA

PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN.............

KODE JUMLAH JUMLAH LEBIH/
REKENING URAIAN ANGGARAN | REALISAS | KURANG KET.
(Rp.} I (Rp.)
B (Rp.)
1 2 3 L)
1] PENDAPATAN
1 Pendapatan Asli Desa
1 1 Hasil Usaha
1 2 Swadaya, Partisipasi dan
| Gotong Royong
1|13 Lain-lain Pendapatan Asli
Desa ymgﬁsah
2 Pendapatan Transfer
20 1 Dana Desa
& Bagian dari hasil pajak
&retribusi daerah
kabupaten/ kota
11213 Alokasi Dana Desa
1124 Bantuan Keuangan
12 4|1 | Bantuan Provinsi |
124 2 | Bantuan Kabupaten / Kota I
E Pendapatan Lain lain
1131 Hibah dan Sumbangan dari
| pihak ke-3 yang tidak
mengikat
1[{3|2 Lain-lain Pendapatan Desa
yang sah
JUMLAH PENDAPATAN
2 BELAN.JA
2] 1 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
2[1]1 Penghasilan Tetap dan
Tunjangan




Belanja Pegawai:

- Penpghasilan Tetap Kepala
Desa dan Peranpgkat

- Tunjangan Kepala Desa
dan Perangkat

- Tunjangan BPD

Gperasinna_i Perkantoran

Belanja Barang dan Jasa

- ﬁiiﬁ“m]ig Kantor

- Benda POS

-Pakaian Dinas dfan
Atnibut

- Pakaian Dinas

= Alat dan Bahan
Kebersihan

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Listrik,dasn Telepon

- Honor

w B B i i sk b

Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi

= Mesin TIK

-dst......... PP T :

Operasional BPD

13

Belanja Barang dan Jasa

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

= dﬁt ettt et ek

Operasional RT/ RW

Belanja Barang dan Jasa

S SN S E—

- ATK

- Penggadaan

- Komsumsi Rapat
-dst s

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

| Perbaikan Saluran Irig_asi

Belanja Harang dan jasa

- Upah Kerja

= Homor




- Maternal

|

a
ba

Pengaspalan jalan desa

ka

Belanja Barang dan Jasa :

- Upah Kerja

- Honor

o]

Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan Ketertiban

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

et @ - WA

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

Kegiatan Pelatihan Kepala
Desa dan Peranghkat

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor pelatih

- Konsumsi

- Bahan pelatihan

B:Eung'fh.l:?erdugu

bd| by
o) th

Kegiatan Kejadian Luar
Biasa

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor tim

- Konsumsi

= bat-obatan




JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaar

—

SILPA

Pencairan Dana Cadangan

G| G L |
ol Bl el

Hasil Kekayaan Desa Yang
di pisahlkan

JUMLAH {RP|

Pengeluaran Pembiayaan

ta
ba| b

Pembentukan Dana
Cadangan

Penyertaan Modal Desa

JUMLAH [ RP

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA
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2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(Semester Akhir Tahun]

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN.............

KODE
REKENI
NG

URAIAN

JUMLAH
ANGGARA
N

{Rp.)
3

JUMLAH
REALISAS

(Ep.)

LEBIH/
KURANG

(Rp.)

1

2

PINDAHAN SALDO
(SEMESTER PERTAMA )

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Hasil Usaha

Swadaya, Partisipasi dan
Gotong Royong

Lain-lain Pendapatan Asli
Desa yﬂng_sah

Pendapatan Transfer

—
b

Dana Desa

Bagian dari hasil pajak
Sretribusi daerah
kabupaten/ kota

Alokasi Dana Desa

‘Bantuan Keuangan

Bantuan Provinsi

by b | b | B3
| o | | S

Bantuan Kabupaten / Kota

L

Pendapatan Lain lain

—
La
e

Hibah dan Sumbangan dari
pihak ke-3 vang tidak
mengikat

Lain-lain Pendapatan Desa
yvang sah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

ra| 0o

Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa




Penghasilan Tetap dan
Tunjangan

Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap Kepala
Desa dan Perangkat

- Tunjangan Kepala Desa
dan Ferangkat

- Tunjangan BPD

b3

Operasional Perkantoran

Belanja Barang dan Jasa

s

- Pakaian Dinas dfan

- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan
Kebersihan

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Listrik,dasn
Telepon

- Honor

e O i e

Belanja Modal

- Komputer

= Meja dan Kursi

- Mesin TIK

Y, i | R T

Operasional BPD

2| Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

bbb L R R L L R R PR R T

CUperasional RT/ RW

4 2 Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Pengga&aan

- Komsumsi Rapat

- dst

Biddng Pelaksanaan
Pembangunan Desa

Perbaikan Saluran Irigasi

1| 2| Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja

- Honor




O o £

Belanja Modal

= Semen

- Material

o o - S

]

Pengaspalan jalan desa

Belanja Barang dan Jasa :

- Upah Kernja

= Honor

Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan
Ketertiban

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

Bidang Pemberdayaan
Masvarakat

Kegiatan Pelatihan Kepala
Desa dan Peranglkat

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor pelatih

- Konsumsi

- Bahan pelatihan

Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar
Biasa

Belanja Barang dan Jasa:




- Honor tim

- Konsumsi

- Obat-obatan
R e i e e

JUMEAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

FPEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

| SILPA

]

Pencairan Dana Cadangan

D.'Ih-'lll'.r.'ll:,ul:.n.'l

| | ey
—

Hasil Kekayaan Desa Yang
di pisahkan

JUMLAH [ RFP)

Pengeluaran Pembigyaan

| L
B | by

Pembentukan Dana
Cadangan

Penvertaan Modal Desa

JUMLAH | RP )

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA




H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

e T

TEMNTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ...

DEMNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...coooveevvvvecrnnnnn

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menterl Dalam Negeri
Nomor 113 Tabhun 2014 tentang Pengelolaan Keuangsn Desa Kepala Desa wajib
menyvusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungiawaban Realisasi

Pelakaanaan Anggeran Pendapatan dan Belanja Desa  .......ccee...  Tahun
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 3 Tehun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 di
Kalimantan (Lembaran Negars Repuoblik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesin Nomor 352) schagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18200

2. Undang-Undang Nomor & Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara tabun
Republik Indonesia Tabun M4 Nomor 7, Tambaban Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Momor S495)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesin Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negpra Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kaki
diubuh dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedus atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Pemeriniahan Dacrah (Lembarsn Negara Republik Indonesis Tahun 2015 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 36749);

4, Peraturan Pemerintah Nemor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang Undang Nomor & tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tembahan Lembaran Megara Republik

Indonesia Momor 55349);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa  Yang

Bersumber Dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahum 2014 Nomor 168, Tambsahan Lembaran Negarsa

Republik Indonesia Nomor 5558 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah MNomor 22 Tahun 2015 ientang Perubshan atas  Peraturan

Pemenntah Momor 60 Tahun 2014 entang Dapa Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [Lembaran Negara Republik Indonesio

Tahun 2015 Nomor B8, Tambahan Lembaran Negara RBepublik Indonesia Nomor

5694): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 1entang

Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 29491 );

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuwangan Desa [Beritn Negara Republik Indomesia Tabun 2014
Nomor 2003}

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 ientang Desa
[Lembaran Daerah Kabupaten S8ambas Tahun 2009 Nomor 2 |;

&



Dengan Kesepalatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA oovrrreieais

Menetaphan

dan
KEPALA DESA .ovvviomanenn
MEMUTUSKAN :

RANCANGAN PERATURAN DESA e TEMTANG  LAPORAN
PERTANGOUNCJAWAEAN REALISAS] PELAKSANAAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA i TAHUN
ANGGARAN 20 ... MENJAD] PERATURAN DESA  mmmmmmemeancies
TENTANG LAPCYRAMN PERTANGOUMG.IAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGOARAN ANGGARAN PENDAPATAN AN BELANJA
DESA ..ooovoeeeiensssrnercee. TAHUN ANGGARAN 20........

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai berikut:
|. Pendapatan [Dhesa
2, Belanja Desa

A

R rimpp ekt cunsnas

a. Bidang Penyelenggarann Pemerintah Desa = - ERR T T
b, Bidang Pembangunan BT ki i ainn puinr e Rk
¢. Bidang Pembinnan Kemasyarakatan |y L SRR e
d. Bidang Pemberdayasn Masyarakat |y
¢. Bidang Tak Terdugs i
Jumlah Belanjs Ep...
Surplus, Defst
Pembiayoan Desa
a. Penenmaan Pembaayaan - RO
b. Pengeluaran Pembnayaan BB i i or
Selisih Pembiayaan (a - b BRie

Pasal 2

Uratan lebih lanjut mengenai  hasil pelaksanann Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehagaimana
dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari;

1. Lampiran [
2, Lampiran Il

: Laporan Pertanpgungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun ARGEATAD o)
: Laporan Program Scktoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tdak terpisahian

dari Persturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap oreng dapat mengetahui, memerintahkan pengundangsn Peraturan Desa ini dalam
Lembaran Desa dan berita Desa oleh Selretaris Desa

Ditetapkan di e
Pada tanggal ...
KEPALA DEBA .vicaiirarrnas



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

Lampiran I Peraturan Desa

MNomor

Tentang : Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa

APBDesa

PEMERINTAH DESA .....coccvvnnnnnn

TAHUN ANGGARAN. ........ccviiiiiin
|
KODE URAIAN ANGGARA | REALISA | LEBIH/ | KET.
REKENIN N gl KURAN
G G
(Rp.) (Ep.] (Rp.)
1 - 2 3 4 5
1 PENDAPATAN
1 Pendapatan Ash Desa
(111 Hasil Usaha
111 |2 Swadava, Partisipasi dan
Gotong Royong
1113 Lain-lain Pendapatan Asli
Desa yang sah
2 Pendapatan Transfer il o
11211 Dana Desa
2|2 Bagian dari hasil pajak
&retribusi daerah kabupaten/
kota
112 |3 Alokasi Dana Desa
112 |4 Bantuan Keuangan
1|2 | 4|1 | Bantuan Provinsi
112 | 4|2 | Bantuan Kabupaten [ Kota
(113 Pendapatan Lain lain
[1]23 |1 Hibah dan Sumbangan dari
pihak ke-3 yang bdak
mengikat N
113 |2 Lain-lain Pendapatan Desa
yang sah I
| JUMLAH PENDAPATAN
2 BELANJA
211 Ridang Penyelenggaraan
Pemernintahan Desa
211 (1 Penghasilan Tetap dan )
_ Tunjangan
2(1 |11 |Belanja Pegawai:




———r

- Penghasilan  Tetap Kepala
Desa dan Perangkat

—T‘u"njangan Kepala Desa dan
Perangkat

- Tunjangan BFD

| Operasional Perkantoran

BJi | b

Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

- Benda POS

| -Pakaian Dinas dfan

Atribut

= Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan
Kebersihan

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Listrik,dasn Telepon

- Honor

. |

Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi

= Mesin TIK

Operasional BPD

Lo | o

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

| |

= L verasussanissinnananans

onrra,

Operasional RT/ RW

]uu
|-

£ s

jlflaﬂia Earﬂng dan Jasa

- ATK

- Penggadaan

- fpmsumsi_ﬁapat
AL i sk s TR

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

Perbaikan Saluran Irigasi

Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja

= Honor

Belanja Modal

- SEIMen

- Material




Pengaspalan jalan desa

BRI | B

b | b

B | B

Eelanja Barang dan Ja=sa :

- Upah Kerja

- Honor

Bidang Pembinaan
Kemasvarakatan

Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan Ketertiban

|

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

Kegiatan Pelatihan Kepala
Desa dan Perangkat

=

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor pelatih

= Konsumsi

Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar Biasa

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor tim

- Konsumsi

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN




Penerimaan Pembiayaan

SILPA

Pencairan Dana Cadangan

ol o]l

Ll Bl

Hasil Kekayaan Desa Yang di
pisahkan

JUMLAH (RP]

Pengeluaran  Pembiayaan

—_

| Pembentukan Dana Cadangan

to sy
BB kD

Penyertaan Modal Desa

JUMLAH | RP |

- Pembiayaan Netto
(PENERIMAAN
PEMBIAYAAN -
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN )

- BILPA tahun  berjalan

(SELISIH ANTARA
PEMBIAYAAN NETTO
DENGAN HASIL
SURPLUS/DEFISIT)
AN GRS s oo saissievisvisean

(KEPALA DESA




Lampiran Il Peraturan Desa
Nomor  : v

Tentang : Laporan Kekayaan Milik Desa
Sampai Dengan 31 Desember 20...

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN

...........

. ASET DESA
A. ASET LANCAR

1. Kas Desa
a. Uang kas di Bendahara Desa
b. Rekening Kas Desa

2. Piutang
a. Piutang Sewa Tanah
b. Piutang Sewa Gedung

3. Perscdiaan
a. Kertas Segel
b. Materan

JUMLAH ASET LANCAR

TAHUNN TAHUN N-1
(Tahun Periode (Tahun
Pelaporan) Sebelumnya) |

B. ASET TIDAK LANCAK
1. Investasi Permanen
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa
2. Aset Tetap
- Tanah
- Peralatan dan Mesin
-  Gedung dan bangunan
- Jalan, Jaringan dan Instalasi
- dit s
3. Dana Cadangan
- Dana Cadangan
4. Aset tidak lancar Lainnya

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR

JUMLAH ASET (A + B)

II. KEWAJIBAN JANGEA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(1-11)

A L LE T T P sy

(KEPALA DESA .............. |




Penjelasan tabel:

1.

7

Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

atau perolehan hak lainnya yang sah

. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, batk yang disimpan di

Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.

. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pithak yang mengelola

kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan
dilunasi dalam waktu paling lama 1 (saftu) tahun anggaran sejak
ditetapkannya kerjasama tersebut.

. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa

yang dinilar dengan uang baik berupa wang kertas maupun surat berharga
dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.

. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset

tetap mulik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.

. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan

yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam
satu tahun anggaran.

Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh
Pemernntah.

8, Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Catatan ;

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayvaan tidak
dibuka peluang untuk pinjaman.



Lampiran Il Peraturan Desa

Momor ...

Tentang : Program Sektoral dan Program
Daerah yang masuk Ke Desa

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal .o
Kecamatan
Kabupaten .
Jenis Lokasi Rincian Sumber Jumlah

Mo, Kegiatan Krctaban it Volume | Satuan Dana IRp)

Sub Total Jenis Kegiatan (1] Ep.

Sub Total Jenis Kegiatan (2] Rp.

Sub Total Jenis Kegiatan (3] Ep.

Sub Total (4] Ky
Total (1 s/d 4) Rp.

Kepala De




L SOP MEKANISME PENGAJUAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

PELAHSANS

MUTLI BBKLI
HE EEGIATAN Pamerhist Camal Tim | Kasubbid™asubbag'Ti | Hatid Bogian
Diss enleasl Tk m Verfkas| T Pamdes mﬁ_.ﬂﬂ Kssangan Epleng kapan WAKTL OUTPUT
Kacamatan Fabupaten EPMPD Eeiia
1 2 4 4 5 ] T ] g 10 "
Feugngan Dasa dalam APED Kabupalen disnggarkss pads s
1| Bagian Keisingan Sekia Katupsien Sambes RkA-DPA 5 har Piou Kegngan
2 Fepalz Desa mergagdkan permahonan peemparen Kéasngan ¥ Tahap |
Diersa kppada Busalt c.q Kepala BRAPD melsui Cama salelan 1. SurglPemahenan :
dilssukan verfkasi oleh Tim Pendampng Kecamalan Jika _ _ 2. Pardes RPJIMDes Buarkas Pengsuan
barkas felah berr dan iengiap, pengauss dierskan kepads 3. Perdes RKPDes iahun beralarn Pemmahonan Pencairan
BPRAPTYTim Yerfkas! Tinghal Kabupaien, [ka bdak maka 4. Perdes APBDes tahun bedalan Cana
pergjuan akan diembalisan ie Desa unhi diperbaiki dan 5 RAB {lennc),
digngeap. 8. RPD Taheg | (sampal jenis)
/x\. ! Rekompndasi Cemat
B Keputusan Kepata Desa laniang Rekenng
Kas Chaza.
8 Kepulusan Bupati lerdang Penpangkatan

Kegpala Desa parpdih /P, Kedas

10 Kepatusan Kepala Desa tentang panuenjukan
Bendahars Desa

11, Faotooopy halaman dapan buly reenng

12 Fotocopy buku relening / rekaning karan
rriufal buten Jamuar l@hun Beriglan sd. keadsi

terakhir I har

11 Laporan realisas| pelsksanasn APBDes tahun
aeselumnyga

14, Laporan pertanggungjawatan langkap abin
seba|uminya

Tahap |l &an ||

1. Perdes Porutahan APEDes mhim um._mr_._ lanabia
{erdaps perubaten)

Z Lepwan  eealbssl  pelskzanaan  APBDes  lanep
snbalumnya

1 Llapamn  persnggungiwaban  lenghep  tahep
sebalumnya minimal malsasi 70 % dan dana tansfer
yarg diterima

Gumal parmohonas pancaian tanap (1)

Kopuuson Eepal Dess lenteng  Fekening Kas Desh
HEEEEE._

Kapuksan Bupal seniang pangangksdan Hepals Daesa
berpibh | ), Mades japatis lmniapst perubatan)
Kapuksan HKepaa Desa  lmmang  Pamnfkan
Bendatiars Desa (zpabia terdapsl pencbahan}
Folcoopy halaman depan buiy miening

| o= i R e




Keramatn ke BPVPD 1. &K Tim Pandamping APBDes Kecamatan Berkas Pergajuan
2 Rekomendesi Camal Famaohonan Pancaimn
3 Lesnbar Verifikasl Melenghapan Adminizlas) 2 nan Diana
Pengajuan Dasa
BPLPLITIm Verfieas Tingkat Kabupaien akan medakykan Mot Dinas Pancairan
warifkasi ulanig Dorias pergajuen, pka Berkas bekam Engkap I Pesbup Pergeleiasn Keuangan Desa dan fiang bkt
dan bens mava akan dkembalian sepada Desa meal Fleroup Sinmya ferkait dasa N
CarealiTim Perdamping Kecamatan, [ berkas telan lenghap .u. Perbiug/SK Penslapan dang transfe 2 bt nnys
i 3 Maota Dinas Persatujuan Bupab
e benar maka BFMPD mansnskan berkas parmohonan 4 daftar transfer ransfer dan saft copy sl
Do lamysrarnye kepada Kepals Bagian Kewangan Seida
Kabupaten
Hapsia Sagian Keuangan Seida akan meryalurken Kmangan .
Desa langsung 42 kas Daerah ke rekering Desa 1 SRR Shas | Transfr Dars ded s
T aPM Dipserah kit Rekening
3 SPED Desa
4 CEK
5 BAMK
- ”HEE Baha
Dt ks Ksarmatan C_ lameal | erah enghap dan benar
. 1. Laporan Tabap | snggsl 10 wo u.
2 Lagoran Tabap | cpaly | R SR
3 Laporan Tabag iamtat M Lipuiie
Jamuan
Eshun
perkutys
Hecamatan ke BFRPD
& hari
- Baran
1. Rakepiulas: Tim Pardampng Fecamatan petargguogisvatan
2. LPJ lengiap fofocopy lelah Eenghan dan bener
3. Laporan Akhi sabagal bahan evahas

dan aiap diparkisa olsh
aucdlnr | pemeriss




BPMPT ke Bagian Keuangen Seida _

1. Reskspinslassi Tim Pendarmping Kecamatan Shai | .
| eebage bahan eveuasl
| tan siap dipeksa oeh

Diundangkan di Sambas

pada tanggal 4 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
TTD

JAMIAT AKADOL
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Pembina (IV/a)
NIP. 19640112 200003 1 003

BUPATI SAMBAS,

D

JULIARTI DJUHARDI ALWI



